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KLAUSUL PENGAMAN VERSUS ASAS KEPASTIAN HUKUM
 DALAM KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA
 (Dipublikasikan dalam Jurnal Ilmiah ”Dinamika Hukum”, FH Unisma Malang,
 ISSN: 0854-7254, Th. X No. 20, Pebruari 2004, h. 86-91)
 Abdul Rokhim1
 Abstrak
 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) merupakan instrumen hukum tertulis yang
 digunakan oleh pemerintah (Pejabat TUN) dalam melakukan suatu tindak pemerintahan.
 Untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan dalam pengambilan keputusan, dalam
 praktek pembuatan KTUN dirumuskan klausul pengaman (veiligheidsclausule), yang
 secara salah dipahami, kalau terjadi kekeliruan dalam pengambilan keputusan ada dasar
 legitimasi untuk dapat dilakukan perubahan atau penarikan kembali keputusan tersebut,
 yang sebenarnya justru bertentangan dengan asas kepastian hukum.
 Kata kunci: KTUN; klausul pengaman; asas kepastian hukum.
 Pendahuluan
 Pemikiran secara konseptual mengenai penerapan asas kepastian hukum dalam
 pembuatan keputusan pemerintahan, dalam hal ini Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)
 penting dilakukan mengingat asas ini kurang diperhatikan dalam pembuatan keputusan
 pemerintahan. Sebaliknya, pejabar pembuat KTUN lebih menonjolkan penggunaan
 rumusan klausul pengaman sebagai sarana untuk melegitimasi keputusan yang keliru atau
 dibuat secara tidak cermat. Penerapan asas kepastian hukum dan kecermatan dalam
 pembuatan keputusan sangat pentung dalam rangka meningkatkan kualitas KTUN
 berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van
 Behoorlijk Bestuur).
 Tulisan ini secara singkat menganalisis masalah-masalah yang terkait dengan:
 pertama, tanggung jawab pemerintah bilamana ada kesalahan atau kekeliruan dalam
 pengambilan keputusan; kedua, keberadaan dan kedudukan klausul pengaman
 (veiligheidsclausule) dalam surat keputusan; dan ketiga, penerapan asas kepastian hukum
 dalam pembuatan KTUN.
 KTUN sebagai Instrumen Pelaksanaan Tindak Pemerintahan
 Salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia menurut Pembukaan
 Undang-undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan
 dengan prinsip negara kesejahteraan (welfare state) yang didirikan untuk
 menyelenggarakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat tersebut
 dilkasanakan oleh organ negara yang disebut dengan pemerintah.
 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
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Di dalam kepustakaan, pengertian pemerintah dapat digolongkan dalam tiga
 pendapat: pertama, pendapat Belinfante dan Batoeah (1983:1) yang menyatakan bahwa
 pemerintah sama dengan eksekutif; kedua, pengertian pemerintah lebih luas daripada
 eksekutif (Hadjon, 1993:7; Indroharto, 1991:30); dan ketiga, membagi pengertian
 pemerintah dalam arti yang luas (regering) adalah pelaksanaan tugas seluruh
 badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahi wewenang mencapai
 tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit (bestuur; government) mencakup organisasi
 fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan.
 Pengertian pemerintah sama dengan eksekutif sebagaimana pendapat yang pertama
 di atas sesuai dengan pengertian pemerintah menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun
 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam penjelasan pasal 1 angka 1
 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintah
 ialah kegiatan yyang bersifat eksekutif. Dalam tulisan ini makna pemerintah mengikuti
 pendapat yang kedua, yaitu pemerintah lebih luas dari pada eksekutif. Karena, pada
 hakikatnya tugas pemerintah tidak hanya melaksanakan ketentuan undang-undang, tetapi
 dalam menyelenggarakan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakata, pemerintah
 juga ikut serta membuat peraturan-peraturan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersendiri.
 Dalam melaksanakan tugas-tugas negara tersebut, pemerintah mengambil
 tindakan-tindakan pemerintah atau perbuatan administrasi negara (Hoexter dan Lyster,
 2002:28) dengan menggunakan instrumen hukum dalam bentuk KTUN. Perbuatan
 administrasi atau tindak pemerintahan (bestuurhandeling) secara garis besar dapat
 digolongkan menjadi dua macam, yaitu: perbuatan hukum (rechtshandelingen) dan
 perbuatan nyata (feitelijke handelingen).
 Dari segi karakter hukumnya, perbuatan hukum administrasi dapat dibagi menjadi
 dua, yaitu perbuatan hukum perdata dan perbuatan hukum publik. Perbuatan hukum satu
 (eenzijdige publiekrechtelijke handelingen) dan perbuatan hukum publik bersegi dua
 (tweezijdige publiekrechtelijke handelingen).
 Pemerintah dalam melaksankan tugasnya sering mengadakan hubungan hukum
 dengan pihak lain di luar pemerintah, seperti dengan pihak swasta. Hubungan hukum
 yang timbul dalam lapangan hukum perdata dengan pihak swasta tersebut tunduk pada
 ketentuan hukum privat, misalnya pemerintah membeli peralatan kantor atau
 memborongkan bangunan kantor pemerintah atau jalan raya kepada pihak swasta.
 Tulisan ini tidak mengkaji mengenai perbuatan hukum perdata yang dilakukan oleh
 pemerintah, tetapi memfokuskan kajiannya pada perbuatan hukum publik bersegi satu
 yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara atau aparat pemerintah berdasarkan
 kekuasaannya yang istimewa. Perbuatan hukum publik bersegi satu atau perbuatan
 hukum publik yang secara sepihak dilakukan oleh pemerintah atau pejabat tata usaha
 negara ini dalam kepustakaan disebut dengan istilah “keputusan: (beschikking) atau
 KTUN menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
 Negara.
 Kata beschikking oleh Amrah Muslimin (1985:120) diterjemahkan dengan istilah
 “penetapan” sedang E. Utrecht (1960:68) menyebutnya dengan istilah “ketetapan”.
 Dalam tulisann ini, istilah yang digunakan adalah “keputusan”. Alasannya, pertama,
 istilah ketetapan (biasa disingkat Tap) merupakan istilah teknis yuridis terhadap produk
 hukum lembaga tertinggi negara (MPR) yang sifatnya keluar; kedua, secara yuridis
 formal istilah “keputusan” telah digunakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-udang Nomor
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5 Tahun 1986; dan ketiga, istilah “penetapan” telah masuk dalam pengertian keputusan,
 artinya substansi dari suatu keputusan adalah penetapan. Dengan kata lain, “keputusan”
 menunjuk pada aspek wadah, sedangkan “penetapan” menunjuk pada aspek isi
 (substansi).
 Tindakan hukum publik yang diambil oleh pemerintah yang diwujudkan dalam
 bentuk keputusan itu bisa berupa keputusan intern (interne beschikking) dan keputusan
 ekstern (eksterne beschikking). Keputusan intern mengatur hubungan hukum antar organ
 adminstrasi negara dengan pihak lain. Di antara kedua macam keputusan tersebut, yang
 penting dalam kaitannya dengan hukum administrasi adalah keputusan ekstern, karena
 keputusan inilah yang nantinya dapat dipergunakan sebagai dasar menggugat pemerintah
 ke pengadilan tata usaha negara, manakala akibat hukum dari keputusan tersebut
 dianggap merugikan pihak yang dikenai keputusan.
 Dilihat dari sifatnya, keputusan atau badan atau pejabat tata usaha negara dapat
 ditinjau dari keputusan yang terkait dan keputusan yang bebas. Keputusan dalam
 pengertian pertama merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diatur dalam pearturan
 perundang-undangan yang menajdi dasarnya, oleh karenanya pemerintah terikat dengan
 apa yang telah ditentukan, baik mengenai prosedur maupun substansi yang akan diatur.
 Di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Naskah
 Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Daerah Tingkat II disebut dengan istilah
 “Keputusan”, yaitu nakah dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibuat
 dan dikeluarkan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
 dan sifatnya mengatur. Sedang, keputusan dalam pengertian yang kedua (keputusan
 bebas) adalah peraturan dasar untuk selanjutnya diserahkan kepada kewenangan
 diskresioner Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengeluarkna penetapan.
 Penetapan semacam ini di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut di atas
 disebut dengan istilah “Surat Keputusan”, yaitu naskah dinas yang berbentuk peraturan
 peruundang-undangan yang isinya tidak mengatur tetapi bersifat menetapkan sesuatu
 guna memberi dasar hukum bagi suatu kebijaksanaan atau untuk memberikan kepastian
 hukum dan masa berlakunya relatif tidak lama (untuk waktu tertentu).
 Klausul Pengaman vs. Kepastian Hukum dalam KTUN Persoalan kepastian hukum dalam setiap pengambilan keputusan oleh pejabat tata
 usaha negara idealnya harus dijamin oleh pemerintah selaku decision maker, sebab setiap
 keputusan yang diambil oleh pemerintah senantiasa menimbulkan akibat hukum, bukan
 hanya kepada pihak yang secara langsung dikenai keputusan, tetapi juga berdampak pada
 pihak lain yang secara tidak langsung dikenai keputusan itu, termasuk juga bagi negara
 atau pejabat yang mengambil keputusan itu sendiri. Karena itu, prinsip kecermatan,
 pertimbangan yang matang dan terutama kepastian hukum haruslah dijunjung tinggi oleh
 pejabat tata usaha negara dalam setiap pengambilan keputusan.
 Kekeliruan dalam pengambilan keputusan seyogyanya dihindari, khususnya
 keputusan yang isinya membebani pihhak yang dikenai keputusan. Walaupun demikian,
 kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan bisa
 saja tetap terjadi. Untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan tersebut, dalam praktek
 pembuatan keputusan tata usaha negara di Indonesia selalu atau lazim diakhiri dengan
 kata-kata: “apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan
 diperbaiki sebagaimana mestinya”. Rumusan kata-kata tersebut dianggap sebagai klausul

Page 4
                        

pengaman (veiligheidsclausule) atau “intrekkingsvoorbehoud” (Hadjon, 1993:11; Utrecht,
 1960:120).
 Klausul pengaman tersebut terkait dengan proses pembuatan dan pencabutan
 keputusan. Dalam arti, dengan adanya klausul itu seolah-olah pejabat pembuat keputusan
 memiliki keleluasaan untuk mencabut kembali keputusan yang telah dibuatnya
 sewaktu-waktu. Hal ini berarti pejabat pembuat keputusan dapat saja membuat keputusan
 dengan tanpa memperhatikan asas kecermatan atau asas kepastian hukum yang
 merupakan salah satu sendi utama dalam menjalankan roda pemerintahan berdasarkan
 asas-asas umum pemerintahan yang baik. Klausul ini juga terkesan membeikan justifikasi
 bahwa bilamana ada kekeliruan dalam surat keputusan itu, pejabat pembuat keputusan
 mempunyai dasar hukum untuk meninjau kembali (memperbaiki) keputusan tersebut.
 Pandangan yang demikian ini bisa menyesatkan bila ditafsirkan seacar a contrario, yakni
 manakala dalam surat keputusna itu tidak ada klausul pengaman maka keputusan itu tidak
 dapat ditinjau kembali, meskipun nyata-nyata ada kekeliruan dalam keputusan itu
 (Hadjon, 1985:18). Karena, di satu pihak andai kata klausul pengaman itu dicantumkan,
 tidak berarti bahwa setiap ada kekeliruan dalam keputusan begitu saja dapat ditarik
 kembali, dan di lain pihak andai kata dalam suatu keputusan itu tidak dicantumkan
 klausul pengaman, tidak berarti bahwa surat keputusan itu tidak dapat ditarik kembali
 bilamana ada kekeliruan.
 Berdasarkan uraian tersebut di atas berarti bahwa pemerintah dalam melakukan
 tindak pemerintahan harus benar-benar cermat dalam mengambil setiap keputusan,
 supaya keputusan yang diambil itu tidak keliru dan terjamin kepastian hukum. Namun
 demikian, tidaklah berarti pemerintah tidak dapat berbuat salah. Kesalahan dalam
 pembuatan keputusan mungkin saja terjadi, walaupun pemerintah telah bertindak cermat.
 Dengan demikian, bilamana pemerintah melakukan kesalahan dalam pengambilan
 keputusan, maka pemerintah (pejabat TUN) tidak dapat menghindar dari tanggung gugat
 pihak yang dikenai keputusan dengan dalih bahwa dalam keputusan tersebut telah
 dirumuskan klausul pengaman yang memungkinkan bagi pihak pemerintah untuk
 meninjau kembali keputusan yang telah dibuat. Dalih seperti ini tidak bisa digunakan,
 karena sebenarnya tujuan dirumuskannya klausul pengaman itu hakikatnya untuk
 kepentingan masyarakat yang dikenai keputusan, bukan justru sebaliknya untuk
 melindungi pejabat yang keliru dalam membuat surat keputusan.
 Di samping itu, dicantumkannya klausul pengaman dalam surat KTUN, menurut
 Hadjon (1993:11), bertentangan dengan asas kepastian hukum serta asas vermoeden van
 rechtsmatigheid atau praesumpito iustae causa, yaitu bahwa setiap tindakan pemerintah,
 termasuk keputusan harus dianggap “rechtmatig” (benar berdasarkan hukum) sampai ada
 pembatalannya melalu pengadilan.
 Kesimpulan
 Berdasarkan uraian singkat di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa:
 - Dalam melakukan tindak pemerintahan, pejabat tata usaha negara harus cermat dalam
 mengambil (merumuskan) setiap KTUN supaya keputusan yang diambil tidak keliru
 dan terjamin kepastian hukum;
 - Klausul pengaman yang biasanya ada (dirumuskan) dalam KTUN bukan merupakan
 syarat sahnya keputusan dan bukan pula sebagai alat legitimasi bagi pejabat pembuat
 keputusan untuk mengubah atau menarik kembali keputusan yang telah dibuatnya;
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- Perubahan atau penarikan kembali KTUN yang semata-mata dilakukan berdasarkan
 klausul pengaman, bukan atas dasar kekeliruan yang nyata-nyata merugikan subyek
 hukum (masyarakat) yang dikenai keputusan, justru bertentangan dengan asas
 kepastian hukum.
 KEPUSTAKAAN
 Amrah Muslimin, 1985. Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi
 dan Hukum Administrasi, Alumni, Bandung.
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